BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dadsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya ditulis UUDNRI 1945), dalam negara hukum seperti Indonesia,
hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk
keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin
adanya kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum law enforcement
terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan
melalui instrument hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. !

Hukum pidana yang masuk dalam pembagian hukum konvensional,
yang merupakan hukum publik, artinya hukum pidana merupakan hukum
yang mengatur antara warga negara dengan negara yang menitik beratkan
pada kepentingan umum (publik).? Salah satu tindak pidana yang diatur
dalam undang-undang adalah tindak pidana khusus. Pidana khusus secara
khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, seperti
undang-undang narkotika, undang-undang tentang tindak tindak pidana
korupsi, undang-undang yang mengatur tentang kehutanan. Undang-undang

yang mengatur tindak pidana khsusu salah satunya adalah mengatur tentang
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ancaman pidananya, sebagaimana diketahui bahwa dalam undang-undang
tindak pidana khusus mengatur minimum dam maksimum khusus.
Mendasarkan dari banyaknya undang-undang tindak pidana khusus
yang secara khusus mengatur tentang sanksi pidana khusus, dalam penelitian
ini Penulis hanya akan meneliti Tindak Pidana Narkotika. Mengingat
mengenai masalah penyalahgunaan narkotika menjadi masalah nasional
maupun masalah internasional.Untuk mencegcah penyalah gunaan narkotika
yang sedang marak di Indonesia yang dapat merusak fisik, mental masyarakat
maka Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143 tanggal
12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007. Undang-Undang Narkotika tersebut mengatur batasan minimum khusus
dan maksimum khusus yang ditentukan sebagai patokan / pedoman hakim
dalam menjatuhkan vonis. Pada prakteknya di dalam proses persidangan
perkara narkotika, hakim kerap kali menerapkan penjatuhan sanksi pidana
dalam putusan pidana di bawah batas minimum khusus yang dalam
penerapan hukuman pidana menggunakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan
menyimpanginya ketentuan pidana penjara dalam pasal dimaksud. Penjatuhan
sanksi pidana khusus jelas berbeda dengan pidana umum, hal ini dapat dilihat
dari sanksi ancaman pidananya, yaitu dalam tindak pidana umum diatur
dalam KUHP yang hanya menyebutkan ancaman pidananya ancaman

maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum, sedangkan



dalam pidana khusus menyebutkan ancaman pidana paling singkat/minimum
dan paling lama/maksimum. Pidana umum diatur dengan KUHP sedangkan
pidana khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan
dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang
diatur dalam Aturan Umum Buku | KUHP. Dalam hal ini, KUHP
menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya
perbarengan, baik karena concursus idealis, concursus realis maupun
voortgezette handeling (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda
satu sama lain). Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat
atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari
ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat
ancaman pidana yang terberat. Pola pemberatan sanksi pidana yaitu dengan
menambah pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan
tersebut dalam banyak hal juga diikuti oleh RUU KUHP. Penggunaan pola
sebagaimana tersebut di atas dipertahankan sebagai cerminan dari
diterimanya paham utilitarian, sehingga kumulasi murni digunakan secara
terbatas.®

Pasal 12 ayat (2) KUHP, ancaman pidana penjara paling singkat 1
(satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Pasal 18 ayat
(1) KUHP, pada intinya pidana kurungan paling singkat 1 (satu hari) dan

paling lama 1 (satu) tahun, untuk ssanksi pidana denda tidak diatur
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maksimum umumnya. Kedua pasal tersebut hanya mengatur ketentuan
maksimum umum dan minimum umum dalam KUHP, kemudian maksimum
khususnya terdapat dalam pasalpasalnya tanpa mengatur minimum
khususnya. Pengaturan sistem minimum, maksimum umum, dan khusus serta
sistem minimum khusus, maka hakim dalam menjatuhkan pidana dapat
bergerak antara pidana yang tertinggi dan yang paling rendah.*

Pada saat hakim menjatuhkan putusan pidana khusus dibawah
ancaman pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur oleh undang-
undang yang mengaturnya, maka hal tersebut menjadi pertanyaan semua
pihak. Disini terjadi putusan kontraversi antara pertimbangan rasio hakim
untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Padahal
ketentuan sanksi dalam pidana khusus itu sudah jelas-jelas ditegaskan bahwa
adanya ketentuan standar maksimum dan minimum yang menjadi pegangan
dan pedoman hakim dalam memutus perkara, kemadirian kekuasaan
kehakiman mempunyai implikasi terhadap penegakkan hukum oleh hakim di
persidangan.

Sanksi pidana penjara maksimum dalam KUHP, juga mengatur tindak
pidana  percobaan (poging), perbarengan (concursus) dan penyertaan
(delneeming). Khusus untuk pelaku tindak pidana pengulangan atau recidive
ada alasan pemberatan, untuk sanksi pidana minimum Kkhusus tidak terdapat

pedoman yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, sanksi
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pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dalam satu pasal diterapkan
ancaman alternatif.>

Pidana khusus mengatur minimum khusus dan maksimum khusus,
hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada minimum Kkhusus atau
maksimum Kkhusus sebagaimana diatur dalam undang-undang, secara
normatif hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus.
Ada beberapa hakim dengan pertimbangan hukum tertentu menjatuhkan
pidana di bawah batas/limit ancaman pidana minimal khusus dalam rumusan
deliknya. Putusan hakim di bawah minimum khusus dapat membawa dampak
luas, dalam hal ini tidak hanya pada terdakwa saja, tetapi pada masyarakat,
karena dalam menjatuhkan pidana pertimbangan hakim menyangkut aspek
yuridis, juga bererkaitan dengan aspek sosiologis dan filosofis.

Kaidah hukum putusan hakim dalam perkara pidana, seharusnya
memenuhi tiga unsur, Yyaitu unsur, sosiologi, Filosofis dan yuridis. Pada
dasarnya hakim menggunakan metode analisis yuridis komprehensif dalam
memecahkan perkara yang ditanganinya, yang pertama hakim menggunakan
unsur yuridis untuk pendekatan, hal ini berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, pendekatan filosofis, pada unsur ini hakim akan
menggali kebenaran dan memberikan rasa keadilan, sedangkan unsur
sosiologis merupakan nilai budaya yang berlaku di masyarakat.® Hal ini
sebagaimana dalam perkara tindak pidana khusus penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian
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skripsi dengan judul PENERAPAN SANKSI DIBAWAH MINIMUM

KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.

Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :

1. Mengapa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum
khusus dalam tindak pidana khusus —dalam kasus tindak pidana
penyalahgunaan narkotika ?

2. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum
khusus dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang akan diteliti
adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus dalam tindak pidana
khusus.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan
putusan dibawah minimum khusus dalam kasus tindak pidana
penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.



D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini ada 2 (dua) manfaat yang hendak dicapai oleh
penulis, secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :
1. Kegunaan Teoritis
Dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran
dibidang hukum pidana pada umummnya, khususnya mengenai
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum
khusus dalam tindak pidana khusus dan putusan hakim dalam menjatuhkan
putusan  dibawah ~minimum khusus dalam kasus tindak pidana
penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
2. Kegunaan Praktis
Penelitian ini nantinya dapat menambah wawasan bagi masyarakat
khususnya dibidang hukum pidana, khususnya mengenai pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus dalam
tindak pidana khusus dan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan
dibawah minimum khusus dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan
narkotika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima)
bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, dari kelima

bab tersebut, setiap bab akan membahasa sebagai berikut :



BAB | Pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang
Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,
Dan Sistematika Penulisan.

BAB Il Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan mengulas Tinjauan
Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur
Tindak Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Pidana, Tindak Pidana Khusus, Tinjauan
Umum Tentang Pertimbangan Hakim, Tinjauan Tentang Putusan Hakim,
Pengertian Putusan Hakim, Jenis - Jenis Putusan Hakim, Putusan Akhir,
Putusan Sela dan Putusan Bebas

BAB 1ll Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas metode
penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian,
Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Dan Penyajian Data dan
Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan
membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
dibawah minimum khusus dalam tindak pidana khusus dan putusan hakim
dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus dalam kasus tindak
pidana penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil
pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran



